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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa guna mendukung pelaksanaan pelatihan
berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi
diperlukan sistem standardisasi kompetensi kerja
nasional;

bahwa sistem standardisasi kompetensi Kkerja
nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang Sistem
Standardisasi Kompetensi Kerja;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4637);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 20009;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI TENTANG SISTEM STANDARDISASI
KOMPETENSI KERJA NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah tatanan
keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang
komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan
standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis
dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.

Rencana Induk Pengembangan SKKNI, yang selanjutnya disebut RIP
SKKNI, adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang
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disusun oleh instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan
usaha.

Penerapan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam
rangka implementasi SKKNI di bidang pelatihan Kkerja, sertifikasi
kompetensi kerja serta manajemen dan pengembangan sumber daya
manusia.

Harmonisasi SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis
dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKKNI dengan standar
kompetensi kerja lain, baik di dalam maupun di luar negeri, guna
mencapai kesetaraan atau rekognisi.

Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam
rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI
agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan
pekerjaan.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos Kkerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji
kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar
Khusus.

Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan
dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal
organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan
organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi
yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang
dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional
dan digunakan secara internasional.

Regional Model Competency Standard, yang selanjutnya disingkat
RMCS, adalah model standar kompetensi yang pengembangannya
menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk
menghasilkan barang dan/atau jasa.

Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang
selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan
usaha tertentu.
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(2)

Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disingkat BNSP,
adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh
Instansi Teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di
sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.

Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya
disingkat LALPK, adalah lembaga independen yang berfungsi
mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi yang
ditetapkan oleh Menteri.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya
diperlukan kompetensi kerja tertentu, baik jenis maupun
kualifikasinya.

Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB Il
PENGEMBANGAN SKKNI
Bagian Kesatu
Arah dan Kebijakan
Pasal 2

Pengembangan SKKNI diarahkan pada tersedianya SKKNI yang
memenuhi prinsip:

a. relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing-
masing sektor atau lapangan usaha,;

b. valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
c. aseptabel oleh para pemangku kepentingan;

d. fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan; dan

e. mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan
dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun
internasional.

Kebijakan pengembangan SKKNI harus:
a. mengacu pada model RMCS;

b. memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standar
internasional serta kemampuan penerapan di dalam negeri.
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Bagian Kedua

Inisiasi dan Perumusan
Pasal 3

Inisiasi pengembangan SKKNI dapat berasal dari masyarakat, asosiasi
industri, asosiasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, lembaga
pelatihan, pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Inisiasi pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mengacu pada peta kompetensi dan RIP SKKNI di sektor atau
lapangan usaha masing-masing.

Inisiasi pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan atas dasar usulan, rekomendasi, dan/atau
permintaan perbaikan SKKNI.

Inisiasi pengembangan SKKNI disampaikan kepada Instansi Teknis
sesuai dengan sektor atau lapangan usaha masing-masing.

Pasal 4

Perumusan SKKNI di setiap sektor atau Ilapangan usaha
dikoordinasikan oleh Instansi Teknis.

Perumusan SKKNI vyang tidak teridentifikasi otoritas Instansi
Teknisnya, dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perumusan SKKNI secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 5

Perumusan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan
oleh Komite Standar Kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Komite Standar Kompetensi membentuk Tim Perumus dan Tim
Verifikasi.

Tim Perumus beranggotakan personil yang memiliki kualifikasi
perumus standar kompetensi dan Tim Verifikasi beranggotakan
personil yang memiliki kualifikasi verifikasi standar kompetensi.

Pasal 6
Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode:
a. riset dan/atau penyusunan standar baru;
b. adaptasi dari standar internasional atau standar khusus; atau
c. adopsi dari standar internasional atau standar khusus.
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